GUBERNUR MALUKL

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

Menimbang

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKL,

. . bahwa penyelenggaran perizinan berusaha di daerah

dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan
secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien,
efektif, dan akuntabel;

. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,
menyatakan bahwa Gubernur mendelegasikan
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam
menyelenpgarakan Perizinan Berusaha di Dacrah
kepada Kepala DPMPTSP Provinsi;

¢, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian  kewenangan perizinan  dan  non
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lag
dengan dinamika perkembangan PEraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf &, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubermur tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Mengingat

10

L

12,

Pasal I8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomeor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan  Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) schagal
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
divubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6573) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573] ;

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Persinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 66 17);

Peraturan Pemerinteh Nomor & Tahun 2021 Tentang
Penvelengparaan Perizinan D1 Daersh (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 661 8);

Peraturan Presiden Momor %7 Tehun 2014 lentang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Sam  Pindu
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tehun 2021 tentang
Bidang Ussha Penanaman Medal [Tambahan
Lembaran Negara RBepublik Indonesia Nomor 61)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 61);

Peraturan Badan Koordinas: Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Siatemn  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelavanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal;



13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubermnur ini yang dimaksud dengan :

L;
2.
&

10.

Craerah adalah Provinsi Maluku,
Gubernur adalah Gubernur Maluk.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur scbagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah  Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Dacsrah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dar
tahap permohonan sampai dengan tahap  penyelesaian  produk
pelayanan melalud satu pintu.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
gampai tahap terbitnyva dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu
prntu dan saty tempat,

[zin adalah dokumen vyang dikeluarkan oleh Pemenntah Daerah
berdasarkan peraturan daecrah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolechkannyva sescorang
atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertenmu.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah  kepada  seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu
sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.

Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
pertangpungjawaban perizinan dan nonpersEnan termasuk
penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Gubernur kepada
Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.



I1.

12,

13.

(1)

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.

.

(1)

(]

i3

Tim Teknis adalah kelompek kerja yang terdiri dar unsur- unsur PD
terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan
perizinan.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan scbagai
pedoman penyvelenggaraan  pelayanan  publik  dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji  penyelenggara  kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terulour.,

Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
permyataan kesanggupan Pemerintah Dacrah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Gubemur ini adalah  sebagai
landasan hukum dalam melaksanakan tages pokok dan  fungsi
DPMPTSP terkait  perizinan.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah untulk :
i tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan; dan
b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan.

BAB T
RUAMCG LINGELP

Pasal 3

pendelegasian  kewenangan penyelengparasn  pelayanan Perizinan
Berusaha:

pelaksanaan kewenangan; dan
pembinaan dan pengawasan.

BAE 1T
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGOARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 4

Cubernur mendelegasikan  kewenangan perizinan berusaha kepada
kepala DPMPTSP.

Kewenangun pelayanan perizinan berusaha pada ayat (1) meliputi;

a. periznan berusaha KBLI, dan

b. perizinan berusaha Non KBLI:

L. |perizinan

Perizinan berusaha sebagaimana dimalksud pada ayat {2) huruf a, melalui
sistern 058 yvang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan mengenai  penyelenggaran  perizinan
berusaha berbasis risiko.



(%)

(=)

(6}

(1)
(2)

(3}

(%)

12}

(1)
2

Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayal (2] horuf
b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam
menunjang kegiatan usaha.

Perizinan schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, merupakan
perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar
perizinan berusaha berbasis risiko,

Ketentuan mengenal jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD
terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesual dengan
bidangnya.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan
untuk melakukan verifikasi permohonan periznan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubermr,

Pasal &
DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya, berpedoman pada :
a. Standar Pelayanan; dan
b. Standar Operasional Prosedur.

Standar pelavanan dan standar operasional prosedur sebagaimana
dimalksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Gubernur.

BaB v
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pazal 7

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan (erhadap perizinan
berusaha melalui DPMPTSP.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan,
konsultasi, bimbingan teknis dan/etau kegiatan fasilitasi
penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atas permasalahan
yang dihadapi pelaku usaha.

b. Atas Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf (a}, Pelaku Usaha Wajib menindaklanjuti dengan
melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.



¢, Apabila perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Provinsi yang
berwenang dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

i3 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Standard dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.

b. Perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian
fasilitasi, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal
dan/atau kewajiban kemitraan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Perizinan berusaha wvang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAE VIl
KETENTUAN FENUTLUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan perizinan Dan Non

perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 18}, dicabut

dan dinyatakan tidak berlakou.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Giubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR PFROVINS] MALLUTKLI

RAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tangeal 5 Agustus 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH MALUKU

"==:__—-—~_?‘=—-—

SADALI IE, M.5i
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 64
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LAMPIRAN 11
PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGANPERIZINAN BERUSAHA
KEPADA KEPALADINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA (NON KBLI)

PERIZINAN
BERUSAHA

|

JANGHA
WAKTU

BLASA
BERLAEL

PARAMETER

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. |Bumt [zin Usaha |7 Har A0 Tahun Dan = Komulatif Di Atas
Perikanan Dapai 56T |
Diperpanjang  |» Di Atas 5 GT
Sampal D[Dengan
a0 GT
= Sampal Dengan
12 Mil Laui De
Wilayah
Administrasinya
2, | 8urat I[zin Uszahe | T Han A0 Tahun Dan |« Kumulatif 0§ Atas
Perikanan Dt 5GT
Diperpanjang # Perairan Damt Da
Lintas
KabupatenKota
3. | Persetujuan 1 Hari Belama  Tidak [« Sampai  Dengan
Pengadaan Kapal Ada Perubahan | 30 GT
Perikanan Ukuran « Bampai  Dengan
(Pembangunan Kapal Tonnase Kotor | 12 Mil Taut Di
Bara Abau Modifikons) |Gross Tornage) | Wilayah
Dranf Atan Administrasinya
Fungai Kapal
4, | Buku Kapal Perikanan | 2 Hari Selama Kapal » Sampal  [Dengan
Dipergunakan 30 GT
Sebapgai  Kapal [+ Sampai  Dengan
Perikanan 12 Mil Laut Dd
Danf At Tidak | Wilayah
Ada Perubahan | Administrasinys
Data Buku
Kapal

Perikanan




5. | Surat lzin Penempatan | 7 Hari I Tahun Danjs 4 Mil Laut
Rumpon Dapat Sampai Dengan
D e i g 12 Ml Lawut [M
Wilayah
Administrasinya
G, | Burat Tanda | T Har & Bulan e Sampai  Dengan
Keterangan Andon Kumulatif 5 GT
ivlaksanakan Secara o Di Ams 5 GT
Mon-Elektranik) Bampai Dengan
30 GT
# Sampai Dengan
12 Mil Laut Di
Wilayah
Administrasinya
7. |Tanda Dafiar Kapal| T Har & Bulan |* Sampai Dengan
Perikanan Andon Kumulatif 5 GT
[Dilaksanakan Secara * Sampai Dengan
Non-Elektroni I2 Mil Laat Dh
on-Eleltronik) Wilayahnya
H. | Surat Tamda | 7 Hari & Bulan  Kumulatil Di Atas
Penangkapan Ikan 50GT
Andon = Sampai  Dengan
[Dilakpanakan Secars E’DGT_
Nom- Elektronik) * Shiip e
12 Mil Laut Dl
Wilayah
[ Administrasinya
I | SEKTOR PERTANIAN
1, | Sertiflkat Cara Budi| 14 Hari 3 Tahun | Usaha  Berlokasi
Daya Temak Yang Lintas Kabupaten/
Baik Kata
2. | Sertifikat Cara | 14 Hari 3 Tahun Usahs  Berlokasi
Pembibitan Ternak Lintas Kabupsaten/
Yang Baik Kaota
3. | Bentifilcasi Benih | 7 Hari 2 Tahan Seluruh
Tanaman Perkebunan
4. | Sertifikat Penerapan | 60 Han 5 Tahum Unit Usaha Uniuk
Penanganan Yang Penanganan PSAT
Baik (PSAT) Produksi  Dmlam
Megert
; = i
5. | Bertifikasi PSAT | 14 Hari 5 Tahun Unit Usaha Sesuad

Produlksi Dalam
Negeri (PSAT-PD)

Lokasi Provinsi




lzin Keamanan | 14 Harl 4 Bulan Lokasi
PSAT/ Hewlth Keberangkatan
Certificate FSAT Besuai
Provinal
7. | Izin Fumah | 14 Har 3 Tahun Lokasi Unit Usaha
Pengemasan j Sesizal Provinsi
Il | SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. | lzin Usaha Penyediaan | 5 Hari Paling Lama 10 |« Memiliki Fasilitas
Tenagn Listrik untuk Tahun [kar | Instalasi  Dalam
Kepentingan Sendiri Dimpat Daerah Provins
Diperpanjang |« Berada Di
Wilayah Sampai
Dengan 12 Mil
Laut
* Pembangkitan
Dengan
Knpasitas Sampai
Dengan 10 MW
2. | Pengesahan Rencana 1] Untuk Sesuai  Tahun | Untuk Usaha
Usaha Penyediaan Pericde RUPTL | Penyediaan Tenaga
Tenagn Listrik RUFTL Listrik Unituik
Pertama Limum Yang
Kali 10 Hari Perizinan
) Untuk Beruaahanya
Pengesahan Datetapkan Ofeh
Perubahan Gubesmur
Rencana
Usaha
Penyedinan
Tenaga
Liatrik
Berdasaris
n Hasil
Ewaluasi
RUFTL
Secara
Berkala
el Badan
Usaha
Pemegang
Wilayah
Usaha 35

Hari




) Untuk

Pengeaahan
Perubahan
Rencana
Usaha
Penyediaan
Tenmga
Listrik
Berdasarka
i Permiah
Menteri
Atan
Cubernuar
Sesual
Dengan
Hewenanga
ama 50
Har
4. | Persetujuan Harga Han Besuai  Dengan | Persetujuan  Harss
Jual dan Sewn Proges Jual Tenaga Listrik
Jaringan Tenaga Pe 4 Dran Sewa Jaringan
Liserike Maksimum 30 | Tenags Listrik Dari
Tahun Pemegnng
Perizinan Berusaha
Yang  Ditetapkan
Obelh Cubernur
4, |Perizinan  Berusaha | 5 Hari 5 Tahun * Lintas  Wilayah
Pengusahaan  Panas Kabupaten/Kota
Bumi untuk Dalam Satu
Pemanfantan Prosimsi,
Langsumng Termasuk
Kawasan Hulan
Prociubosi Diary
Kawasan Huian
Lindung
= Wilayah Lot
Paling Jauh 12
Mil Lawt Diukur
Dari Garis Pantad
Ke Amah Laut
Lepas Dan/Atau
Ke: Arah Permiran
] Kepulaaan
IV | SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

15

Izin Pengusahaan
Sumber Dipra Adr

10 Tahun [Dan

Diapet
Diperpanjang

Wilkayah Bunpgal
Lintas
Katupaten Kota




lzin Pemanfaatan dan : 17 Hart

2 Tahun Dan | Bagin-Bagian
Penggunaan  Baglan- Dapat Jalan Provinsi
Bagian Jalan : Diperpanjang

YV | BEKTOR TRANSPORTASI

1. | Persetujuan Hasil | 3 Har Selama Pelaku | Lingkup
Analisis Dampal Laly Lzaha Orperasionalnys
Lintas [ANDALALIN) Menjalankan Jalan Provins

Usahanya

2 | Ian Pembangunan | 30 Hari 5 Tahun Lingkup
Prasarmna Crperasionalnym
Perkeretaapian Umum Provins

3. | lrin Operasi Prasarmnga | 44 Hari Sesuai  Batas | Linghup
Perleretaapian Umum Wakitu | Operasionalnya

Pem beran | Prowinsi
Ennsesi  Yang |
[ritetapian

Dalam

Perjanjian

4, |lzin COperasi Sarana | 30 Hari 5 Tahun | Lingkup
Perkeretanpian Umim | Operasionalnya

Proaeng:

5 |idkn Pembangunan | 30 Hari & Tahun Lingloup
Prasarana Operasionalnym
Perkeretaapian | Provinal
Khusos

6. | Izin Dperaxi | 30 Hari Helama Badan | Lingkup
Perkeretaapian Usaba Operasionalnya
Khusus Penyelenggara | Provins

Perkeretaapian
Khusus Masih
Menjalankan
Lzaha
Pokolnya

7. | Pengalihan Izin | 30 Hari Belama Badan | Lingkup
Operas U=zaha Operasionalnym
Perkeretaapian Penyelenggara | Provinsi
Khusus Perkeretaapian

Khusis Masih
Menjalankan
Usabui

Polcoknya




Ehusus! TUKS

[Rizikon Menengnh
Tingei]

Bertifikat
Pengoperasian
Terminal
Khusus TUKS
{Risiboo Menengah
Tinggi)

Siandar

35.

Sertifikat Standar
Perpanjangan
Pembangunan f Penge
mbangan Terminal
Khusus/TUKS

(Risiko Menengah
Tinges)

3 Harl

Paling
Tahun

Hierarki Pelabuhan
Pengumpan
Regional

!

10 Hari

Paling
Tahun

Hierarki Pelabuhan
Pengumpan
Regional

Sertifikal Standar
Perpanjangan
Pengoperasian
Termin:l
Khusus/TUKS

[Risiko Menengah
Rendah)

1 Hari

(4 |

| Hierarki Pelabuhan

Pengumpan
Regional

o

Sertifikat Standar
Penyesuaian Terminal
Khusus [TUKS

| Frisilo Menengah
Ting)

3 Hari

Paling
Talhmun

Lama 5 | Hierarki Pelabuhan

Penpumpan
Regional

SEETOR KESEHATAM

‘Bertifikat
Fenctapan
Penyelenggaraan UTD
Helas Utmma di RS
Pemerintah [tidalk
melahil O55)

Glandar

25 Hart

& Tahun

Kenypmpuamn
Pelayanan

Penetapan
Penyclenggaraan
Pemeriksaan
Kesehatan
Pekerja Migran
Indonesia  (CPMI di
Klinik Ltama

Calon

28 Hani

S Tahun

Pelayanan




Penetapan 28 Hari

S, oI 5 Tahun Pelayanan

Pemeriksaan

Kesshatan Calon

Pekerja Migran

Indonesia [(CPMI}  di

Rumah Saloi

Bertifikat Cars | 30 Har 5 Tahiim Wilayah Calkupan

Dristribuisi Alat Usaha M Provinsi

Keschntan vang Baik

(CDAKH) Cabang

Distributor Alat

Keschatan

Sertifikat Standar | ¥ Hard 5 Tahun Teknalog Dan

Penyuluhan Cakupan

Perusahaan Fumah Distribusi Dalam

Tanggn [PET) Alak Satu Provinm

Kesehatan dan PERT

Sertifikat Pelatihan | 7 Har & Tehun Penjualan  Eceran,

Penpgelolaan Tolko Alat Jends Produk

Kesehatan yang Baik Tertenti, Eiam
Calmupan
Distribusi  Dabkam |
Saiu Provins |

SEETOR KETENAGAKERJAAN
Surat Keterangan | 5 Han 1 Tahun Provins:

Layak K3 Bagi
Peralatarn, Pesawat
Angkat dan Pesswat
Angkut, Pesawat
Tenaga dan Produksi,
Pesawat Llap, Bejana

Tekanan, Tangiki
Timbun, Elevator)
Lift., Eskalator,

inastalasi Fenynlur
Petir, Sarana Proteksi
Kebakaran dan
Peralatan Lainnya
yvang Beriglho Tingel,
Pengendalian  Bahan
Himia Berbahaya dan
Lingkungan Kerja.




lzin Kantor Cabang

Perusahaan
Penempatan  Pekerjs
Migran Indanesia

5 Hamn

Selama  Pelaku 1 Provinsi
Usaha

Menjalankan

Kegintan Usahn

GUBERNUR FROMVING] MALLEL,

M Iy ISMAIL




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 64 TAHUN
TENTANG

2021

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALADINASPENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN

JENIS

MO PERIZINAN 1ZTH KETRANGAN
1. BIDANG FENDIDIEAN
Izin Pendidikan Menengah B Pemenuhan
a. |a lzin Pendidikan Menengah Umum i Komitmen Meh
b. lzin Pendidikan Menengah Kejuruan Pelaku Usaha
It Pemenuhan
b. | lzin Pendidikan Khusus Usaha | Fomitmen Oleh
Pelaku Usabia
- [zin Penambahan dan Perubahan Program lzn ;ﬂ;ﬂ:&m Oleh
Keahlian Pada SMEK Usaha Pelalcy Usal
2. BIDANG KESEHATAN
. : - i Pemenuhan
= Izin Operasional Laboratorium Elinik Umum U[II.I-'I Rromitnes Cileh
Macra aha | oyl Usaha

-

BIDANG EKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT

UMUM SERTA PERLINDUNGAN

Non Pemenuhan
a. | Surat Keterangan Penelitian i Komitmen Oleh
Perizinan | pojole Usaha
4. BIDANG SOSIAL
-y Rekomendasi 1=i:|._ Pengumpulan Uasng atau ]"iun Hunun::nm Olek
Barang Skala Masional Perizinam Pelakn Usaha
Non Pemenuhan
b. | Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Perizi A R Oleh
Pelaku Usaha
Tanda Terdaftar Mow | i
i Burat Keterangan i LaivEn
Perizinan Pelaku Usaha
5. BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKLUNCGAN HIDUP
lein Pemenuhan
A | Surat Keputusan Kelayabkan Linglungan Usaha Hommitrmien Oileh
Pelaku Usaha
b, |lzin Lingkungan Usal Komitmen Dileh
Pelalen Usaha
Rekomendasi Upaya Pengelolaan Nan Pemenuhan
€ | Lingkungan Hidup/upaya Pemantauan | o .. Komitmen Meh
Lingkungan Hidup [UKL/UPL) Pelaku Usaha




6. BIDANG PERHUBUNGAN

Pelaku Usaha

st e [ i
* | Depo peti Kemas [Penanaman Modal Dalam | Usaha m“ﬁ:.h_ -
Megen (PMDN]) :
b, |l8m Usaha Perusahaan Bongar Muat | lan s by
UPEM]} erregistrasi Usaha | oo Usaha
Moo | Pemenuhan -,
c. | KartuPengawasanlzinTrayek 3 Komitmen Oieh
Perizinan Pelaku Usaha
o Pemenuhan
d. | Rekomendasi lzin Trayek e Komitmen Oleh
Perizinan | oo laku Usaha
7. BIDANG KOPERAS]
lzin Pembukaan Kantor Cabang HKoperasi
Bimpan Pinjam rain Pemenuhan
a. |a&. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Komitmen Oleh
Syariah (KSPPS) Usaha | puigly Usaha
b. KoperasiSimpanPinjam (KSP) il
lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
Koperasi Simpan Pinjam xin Pemenuhan
b. |a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan | . Komitmen Oleh
Syariah [KSPPS] Pelaku Usaha
| b. Koperasi Simpan Pinjam [KSP)
Izin Pembukaan Kantor HKas Kopernm
Simpan Pinjam I Pemenuhan
c. | & Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan | |, ::lnl Komitmen Oleh
Syanah [KEPPS) Pelaloy Usaku
b. Koperasi Simpan Pinjam (KSF)
8. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3
Tanda Daftar Bagi Pembudidayasn [kan Lzin mu:f:“ o
" i Usaha
eey Pelakou Usaha
; : ' Pemenuban
b len Penp].olaan WP3-K o Bnmh 12 Wil lJl:xm Koasiinnen Oleh
Laut Diluar Minyak dan Gas Bumi saha Pedalon Usaha
Yol Pemenuhan
c, | ldn Pelaksanasn Reklmasi Usahis Komitmen Qeh
Pelaku Usaha
Nan Pemenuhan
d. | Cek Fisik Kapal e Komitmen Obeh
J Perizinan Pelalcu Usaha
4. BIDAMG PARTWISATA DAN EKONOMI KEEATIF
TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUR
[LintasKabupaten  Kota dalam 1 Provinsi) Feia Pemenuhan
. | & Jasa Kensulian Pariwisata \issha HKomitmen Oleh
b. Jasa Perjalanan Wisata Pelaku Usaha
. Penyvediaan Akomodasi
Pemenuhan
b. Pmﬂaﬂ:amu U-m]:la Perkebunan Untuk Non Kotnitmen CHleh
Lodasi Usaha Lintas Kabupaten /Kota Perizinan Pelalos Usaha
o |Pendafiaran usaha Budidaya Tanaman Nan Fm"“u.l i e
Perkebunan Dengan Luas Kurang dari 25 Ha | Periznan




Pendaftaran Usaha Komoditas Kelapa Sawst

Digtribugi  Tensgs Listrik di  dalam
Provinai

g, Pembangkiten Tenmga  Listrik .d"m
Distribuai Tenaga — Listrik  Lintas
Kabupaten,Kota

{1 Pmd“:‘ﬂ % Noa Pemenuhan
.| CPQ, Inti Sawit, Tandan Kosong, Cangkang, s Eomitmen Oleh
Serat, Shudge Kapasitas Maksimal 5 Ton TBS | L0020 | pejaioy Usaha
Per jmm
Pendaltaran Usaha Komoditas Teba Produlk Mo Pemenuhan
e, | Qula Kristal Putih Kapasitas Maksimal 1000 atnan Komitmen Oleh
i Ton Tebu Per Hari L Pelaku Usaha
Eekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Mon Petyenihn
I. H e Komitmen Oleh
s . Hewinm Perizinan | cetaten Usaha
. Pemenuh
g |Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan | Non | ot o o
Ternak Potong Antar Provins PerEnan Pelaki Dl
bion Pemenuhan
h. | Nomor Kontrol Venteriner 2 Komitmen Oleh
Perizinan. | pyo10) Usaha
10. BIDANG KEHUTANAN
lzin Usnha Industri Primer HasilHutan Kayu
{ILTPHHE) %
a. Kapasitas Produksi Kurang Dari 2000 | lsin  |pooooatet
- Meter Kubik Per-Tahun Usaha | ol saha
b. Kapasitas Produksi Sampai Dengan
Kurang Dari 6,000 M2 Per-Tahun
len Usaha Industd Primer Hasil Hutan
Bukan Eayu (IUTPFHHBE) Iein F‘:m-llmul'mn
b. A. Pada Areal [UPFHHEK Usaka Komitmen Oleh
b Skala Kecil Pelaku Usaha
. ShkalaMenengah
; Pemenuh
lsin Pemungutan Hasil Hutan Buksn Kayu | lain |- o000 o
“ | Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Usaha | poote Usaha
Mon, [osstosban
d. | Izin Pinjam Pakai Eawssan Hutan : Komitmesn
nj Perizinan Pelaku Usaha
11. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL e
! Pemenuhan
. Izin Pemanfastan Langsung Panas Bumi [zin Hnmiu::n Olleh
* | Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provine Usaha Pedslon Usaha
l#n Pembinaan Dan Pengawasan Usaha b
Miaga Bahan Bakar Nabati [Biofuel] Sebagai Tsin Pemenuhan
b. | Bahan Pakar Lain Dengan Kapagitas Usahs Komitmen eh
Penyediaan s/d 10,000 (Sepuluh Ribu) Ton Pelaku Usaha
Per Tahun
IEnOperasi
&, Pembangkitan Tenaga Listnk &i dalam
Provinsi
b. Pembangkitan Tenaga Lisirik Lintas
Kabupaten /Kota
¢. Pembanglotan Tenaga Listrik di dalam
Kabupaten/Kota fgin Pemenuhan o
¢, | d. Pembangkitan  Tensga  Listrik  dan Komitmen L
Lisshx Pelakou Usaha




. Pembangkitan Tensga Listrik dan

Dvstribusi Tenaga Listrik & dalam
Kabupaten /Kota

E. Pembangkitan Tenags Listrik, Transmisi

Tenaga Listrik dan [Distribuai Tenaga
Listrik di dalam Prowvinsi

h. Pembangkitan Tenaga Listrik. Transmisi

Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga
Listrik Lintas Kabupaten /Kota

1. Pembanghkitan Tenaga Listrik,

TransmisiTenaga Listrik dan Distribusi
Tenagna Listrik di dalam Kabupaten (Kota

Izmn Pemanfaatan h]ﬂ_"ﬂﬂ].‘l Tl,-_rl..l.p Liﬁh:ﬂf.

Untuk Kepentingan Telekomunikasi,

Multimedia, dan Informatika

a. Serat optik pada jaringan; [Memililka
IUFTL di dalam HKabupaten /Eota)

b. Serat optik pada jaringan; [(Memilila IUPTL
Lintas Kabupaten /Kota)

¢. Serat optik pada jaringan; | Memilika Tz
Orperasi di dalam Kabupaten fKota |

d. Serat optik pada jaringan; (Memiliks Izin
Operasi Lintas Kabupaten / Kota)

e Kabel mlot pada janngan; (Memihki Lan
Operasi di dalaom Kabupaten / Kotal

f. Kabel pilot pada jarngan; (Memibika lxon
Crperasl Lintas Kabupaten /Kata)

g Kabel pilot pada jaringan; (Memilild IUPTL
di dalam Kabupaten/Kota]

h. Kabel pilof padajaringan; (Memilikd TUPTL
Lintas Kabupaten /Kota)

i. Konduktor pada jaringan; (Memilila [UPTL
di dalam Kabupaten/Kota)

j. Konduktor padajaringan; (Memilild l=in

Ciperasi Lintas Kabupaten / Kata|

k. Konduktorpadajarmgan; (Memiliki  Izin
Uperas i dalam Kabupaten fKota)

1. Konduktorpadajaringan; (Memdlilkd [UPTL
Lintas Kabupaten /Kota)

m. Penvangea danfatan  jalur  sepanjang
jaringan; (Memilild IUPTL di dalam
Kabupaten /Hota)

n. Penyangga dan/atau jalur  sepanjang
jaringan; (Memilild lzin COperasi Lintas
Kabupaten f Kota)

6. Penvanpgga danfatan  jalar sepanjang
jaringan; (Memiliki Tz=n Cperasi di dalam
Kabupaten/Kota)

p. Penyangga danjatau jalur sepanjang
jRrEmgRn; (Mesmilild IUPTL Lintas
Kabupaten /Kota)

|

Ixin
Usaha

Pemenuhan
Komitmen
Felala Usaha

Burat Keterangan Terdaftar Ussha Jasa
Penunjang Energg Baru Terbarukan Yang
Kegintan Usahanya Dalam Satu Daerah
Pravinisi

Pemenuhan
Komitmen
Pelaku Lisaha

Cleh

i

Rekomendasi Persetujuan Perubahan
Direksi danfatau Komisaris Badan Usaha

-

Pemenuhian
Eomitmen
Pelnku Usaha

12. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Oleh

Izin Usaha [INDUSTEI ({IUl] BESAR
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pemenuhan

Pelalka Usaha

Izin Usaha Perdagangan Pengecer Bahan
Berbahayi

Fzin
Usahs

Pemenuhan
Homitmen

Pelalou Usaha

8|




13. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I Pemenuhan
a. | lzin Pengusahaan Sumber Daya Air Usahq |Komitmen  Oleh
= Pelaku Usaha
b I:'un_ Pemanfaatan dan Penggunaan Lam mm::ﬂ Oleh
Bagian-Bagian Jalan Usaha |, 0 Usaha

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,
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